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LEMBAR EKSEKUTIF 
 
ANINDIA PRADANARI. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
Kementerian Sosial Republik Indonesia, Salemba Jakarta. Jakarta:Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2017. 
Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Kementerian Sosiak Republik Indonesia 
yang beralamat di Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat 10430 selama 1 (Satu) 
bulan terhitung sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 30 Januari 2017. 
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk 
mendapatkan pengalaman kerja sebelum sebelum memasuki duia kerja dan 
mempersiapkan diri dalam rangka meningkatkan kemampuan mengenai bidang 
administrasi. 
Penuliasan Laporan Praktik Kerja Lapngan (PKL)  ini bertujuan untuk memaparkan 
kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama 1(satu) bulan melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan dan juga untuk memenuhi salah satu persyarayan akademik untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Pada Program Studi Administrasi 
Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh Praktikan selama mengikuti kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) adalah pengelolaan surat masuk pada lingkungan 
Kementerian Sosial Republik Indonesia, tugas administrasi lain yakni manajemen 
kearsipan dan perkantoran serta tugas tambahan yang sifatnya membantu pimpinan 
dalam melakukan tugas administrasi lainnya. 
Dalam pelaksanaannya praktikan menemukan beberapa kendala seperti halnya sulit 
melakukan penemuan kembali data surat masuk dalam agenda surat dan kurangnya 
sarana yang tersedia. Namun, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik 
sehingga Praktikan dapat melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dengan lancar dan sesuai harapan. 
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 KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 
berkat rahmat dan karuniaNya, serta kuasanya memberikan ilmu pengetahuan, 
kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan serta dapat menyelesaikan laporannya tepat pada waktunya tanpa adanya 
halangan yang berarti. 
Laporan praktik kerja lapangan ini disusun sesuai dengan apa yang penulis 
telah lakukan di lapangan yakni pada lembaga “Kementerian Sosial Republik 
Indonesia” yang beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat. Praktik 
Kerja Lapangan tersebut di laksanakan oleh penulis sejak tanggal 2 Januari 2017 s/d 
31 Januari 2017. 
Ucapan terimakasih penulis tuturkan kepada semua pihak yang telah 
membantu memberikan referensi serta saran dalam menyusun laporan Praktik Kerja 
Lapangan ini diantaranya : 
1. Darma Rika Swaramarinda, S.Pd, M.SE selaku Dosen Pembimbing PKL dan 
Koordinator Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. 
2. Suparno, S.Pd, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi. 
3. Dr. Dedi Purwana, E.S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Universitas Negeri 
Jakarta 
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4. Ato Prasetyo Soehadi selaku Kepala Bagian TU Kementerian pada 
Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
5. Seluruh pegawai Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
6. Orang tua yang telah memberi dukungan berbentuk moril maupun materil dan 
teman-teman Pendidikan Administrasi Perkantoran 2014 yang senantiasa 
memberikan saran dalam Laporan PKL. 
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun laporan  Praktik Kerja Lapangan 
ini kurang sempurna, kritik konstruktif dari pembaca kami harapkan untuk menyusun 
laporan selanjutnya. Akhir kata semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat 
memberikan manfaat bagi kita semua. 
 
 
Jakarta, 20 September 2017 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat diikuti dengan 
bertambahnya jumlah angkatan kerja, mengakibatkan sempitnya jumlah lapangan 
kerja yang ada. Perusahaan, instansi atau lembaga pemerintah pada saat ini 
semakin kompetitif dalam memilih pekerja. Maka pengalaman serta pengetahuan 
dan keterampilan mengenai bidang pekerjaan menjadi suatu barang mahal yang 
akan menjadi modal untuk bersaing di dunia global. 
Mahasiswa sebagai calon lulusan dari Universitas yang tentunya termasuk 
dalam angkatan kerja terkadang hanya menguasai materi dibanding dengan 
praktik yang ada pada lapangan kerja yang sebenarnya, padahal teori yang 
didapat di bangku kuliah tersebut merupakan pengetahuan dasar yang perlu di 
selaraskan dengan praktek dilapangan. Oleh karena itu mahasiswa membutuhkan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai bekal pengalaman mengenai dunia kerja. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu sarana dalam pendidikan 
dimana adanya penyesuaian antara teori dengan praktik di lapangan. Mahasiswa 
sebagai peserta dari program pendidikan melaksanakan praktik kerja pada sebuah
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 perusahaan atau instansi pemerintah dengan mengerjakan pekerjaan 
sesuai dengan bidang yang dikuasainya.  
Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tanggungjawab dalam 
bidang pendidikan Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, mempunyai program khusus untuk melaksanakan kegiatan praktik 
kerja di lapangan, yakni dengan memasukan matakuliah Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) sebagai prasyarat kelulusan mahasiswa selama mengikuti studi 
pendidikan.  
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dimasukan kedalam kurikulum 
sebagai matakuliah diharapkan dapat membentuk mahasiswa sebagai sumber 
daya manusia yang mempunyai pengetahuan mengenai sikap kerja yang baik, 
selain itu juga mahasiswa yang mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) diharapkan dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas tentunya 
sebagai generasi yang mampu menghadapi segala perubahan yang akan 
dihadapinya kelak. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Universitas Negeri Jakarta  sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai 
tugas serta andil dalam membina mahasiswa untuk menjadi sumber daya 
manusia yang berkualitas tentunya mempunyai program khusus untuk
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 mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam bidang hard skill yakni 
kemampuan dalam bidang praktik. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi menjadikan PKL sebagai prasyarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana 
Pendidikan. Selain itu juga disamping sebagai matakuliah prasyarat PKL juga 
merupakan media untuk melatih mahasiswa agar terbiasa serta mengetahui hal 
apa saja yang harus dilakukan dalam dunia kerja. Maka dari itu bukan tanpa 
maksud dan tujuan PKL dimasukan dalam kurikulum sebagai mata kuliah 
prayarat kelulusan. 
Maksud Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan serta 
keterampilan dalam bidang Administrasi Perkantoran yang dipelajari pada 
bagian Biro Umum, sub bagian Tata Usaha Kementerian pada Kementerian 
Sosial Republik Indonesia, Salemba Jakarta. 
2. Memenuhi matakuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai prasyarat 
kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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3. Sebagai sarana untuk mempersiapkan diri dalam rangka meningkatkan 
kemampuan mengenai bidang administrasi untuk menghadapi dunia kerja 
yang sesungguhnya. 
Sedangkan tujuan Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Membandingkan teori yang didapat selama perkuliahan dengan praktik 
dilapangan. 
2. Memperoleh pengalaman kerja mengenai bidang administrasi dibagian Biro 
Umum, Sub Bagian Tata Usaha Kementerian pada Kementerian Sosial 
Republik Indonesia, Salemba Jakarta. 
4. Memenuhi matakuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai prasyarat 
kelulusan bagi mahasiwa Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
5. Mempersiapkan diri dalam rangka meningkatkan kemampuan mengenai 
bidang administrasi guna menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 
 
C. Kegunaan PKL 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh Praktikan pada 
Kementerian Sosial Republik Indonesia Salemba Jakarta, memiliki kegunaan 
bagi pihak-pihak terkait yang terlibat yaitu bagi Praktikan, bagi Fakultas dan bagi 
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perusahaan atau instansi yakni Kementerian Sosial Republik Indonesia yang 
menjadi tempat Praktikan melaksanakan PKL. 
1. Bagi Praktikan 
a. Menambah pengetahuan serta pengalaman mengenai dunia kerja. 
b. Melatih kemampuan dalam bidang administrasi perkantoran. 
c. Memiliki pemahaman mengenai teori disiplin ilmu ekonomi yang 
dipelajari selama mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dengan praktik dilapangan. 
d. Menambah wawasan mengenai iklim kerja dalam suatu instansi 
pemerintahan. 
e. Meningkatkan kemampuan tentang bagaimana menghadapi 
permasalahan dalam dunia kerja. 
 
2. Bagi Fakultas 
a. Menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
b. Mendapatkan usulan refisi atau penyempurnaan mengenai matakuliah 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam kurikulum Perguruan Tinggi yang 
telah disusun, sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 
perusahaan atau instansi pemerintah guna menghasilkan sumber daya 
manusia yang berkualitas. 
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c. Sebagai tolak ukur penilaian mengenai pencapaian mahasiswa dalam 
melaksanakan program matakuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 
sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan. 
 
3. Bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
a. Membantu meringankan tugas operasional mengenai administrasi pada 
satuan kerja Biro Umum khususnya bagian Tata Usaha Kementerian 
pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
b. Memungkinkan terjadinya hubungan kerjasama yang baik antara 
Universitas dengan lembaga pemerintah yang menjadi tempat Praktikan 
melaksanakan kegiatan PKL. 
c. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggungjawab sosial 
kelembagaan. 
d. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 
bagi pihak-pihak yang terlibat. 
 
D. Tempat PKL 
Dalam melaksanakan program PKL sebagai matakuliah prasyarat bagi 
kelulusan, Praktikan memilih instansi pemerintah yakni Kementerian Sosial 
Republik Indonesia yang menangani permasalahan mengenai bidang sosial. 
Berikut informasi mengenai profil tempat dimana Praktikan melaksanakan PKL : 
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Nama Instansi : Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 
Dibentuk : 19 Agustus 1945 
Dasar Hukum : Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 
Bidang Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan 
sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan 
penanganan fakir miskin. 
Telepon : 021-3103591 
Fax  : 021-3103783 
Website : www.kemensos.go.id 
Penempatan : Biro Umum, Bagian Tata usaha Kementerian Sub Bagian 
persuratan. 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan di 
tempatkan di bagian Sekretariat Jenderal yakni pada unit kerja Biro Umum 
bagian Tata Usaha Kementerian yang menangani surat menyurat. 
E. Jadwal Waktu PKL 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama satu bulan terhitung 
dari tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Januari 2017 di Kementerian 
Sosial Republik Indonesia. Praktikan melaksanakan PKL pada unit kerja 
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Sekretariat Jenderal pada bagian Biro Umum, Tata Usaha Kementerain yang 
menangani persuratan. 
Jadwal waktu PKL terdiri dari empat tahap yakni tahap observasi tempat 
PKL, tahap persiapan PKL, tahap pelaksanaan PKL dan tahap penulisan laporan 
PKL. Jadwal tersebut dapat di uraikan sebagai berikut : 
1. Tahap Observasi Tempat PKL 
Dalam tahap observasi mengenai tempat Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) Praktikan terlebih dahulu melakukan observasi dengan mendatangi 
tempat dimana Praktikan akan melaksanakan PKL yakni Kementerian Sosial 
Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta 
Pusat pada tanggal 1 November 2016, observasi yang dilakukan oleh 
Praktikan bertujuan untuk mengetahui di bagian unit kerja yang mana 
Praktikan melaksanakan PKL.  
2. Tahap Persiapan PKL 
Setelah melakukan observasi Praktikan mepersiapkan syarat-syarat 
pemberkasan untuk melaksanakan kegiatan PKL pada Kementerian sosial 
Republik Indonesia sebagai tempat dimana Praktikan akan melaksanakan 
kegiatan PKL. 
Pada tanggal 5 November 2016 mengajukan permohonan untuk 
membuat surat ijin pelaksanaan PKL dengan meminta form dari gedung R 
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pada bagian kemahasiswaan, setelah mengisi form tersebut Praktikan, 
menyerahkan form permohonan kepada Kepala Program Studi Pendidikan 
Ekonomi untuk mendapat persetujuan selanjutnya form tersebut di 
kembalikan kepada pihak gedung R untuk mendapatkan stempel persetujuan 
dan terakhir surat tersebut di serahkan kepada Biro Administrasi Akademik 
dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk di proses sebagai surat pengajuan PKL 
yang berarti bahwa Praktikan telah mendapatkan persetujuan dalam 
melaksanakan PKL.  
Setelah surat ijin selesai surat tersebut disalin sebanyak 4 lembar untuk 
di rekap pada tanggal 10 November 2016. Selanjutnya Praktikan membawa 
surat tersebut kepada instansi dimana akan melaksanakan PKL yakni 
Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Unit Kerja Biro Umum bagian 
Tata Usaha Kementerian pada tanggal 11 November 2016. Kemudian Pihak 
Kementerian Sosial RI memberikan surat balasan mengenai penerimaan 
Praktikan untuk pelaksanan PKL tanggal 17 November 2016 selama kurang 
lebih satu bulan kerja. 
3. Tahap Pelaksanaan PKL 
Dalam tahap pelaksanaan PKL sesuai dengan surat pengantar dari 
Universitas Negeri Jakarta, Praktikan melaksanakan PKL terhitung sejak 
tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017. 
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Kegiatan PKL di sesuaikan dengan hari kerja pegawai yang ada pada 
Kementerian Sosial RI yakni pada hari Senin sampai dengan hari Jum’at. 
Sedangkan waktu kerja sedikit berbeda waktu kerja pegawai adalah pukul 
08.00 – 04.00 WIB sementara Praktikan sebagai peserta kegiatan PKL 
memiliki waktu kerja pukul 08.00 – 03.00 WIB.  
Tabel 1.1 Jadwal Kerja Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 
Hari Jam Kerja Keterangan 
Senin s.d Jum’at 
08.00 – 12.00  
12.00 – 13.00 Istirahat 
13.00 – 15.00 
 
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
4. Tahap Penulisan Laporan PKL 
Setelah Praktikan melaksanakan seluruh kegiatan PKL pada 
Kementerian Sosial Republik Indonesia, selanjutnya Praktikan 
melaksanakan tahap penulisan laporan PKL sebagai prasyarat kelulusan bagi 
mahasiswa Program Studi Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
Tahap penulisan laporan ini merupakan tahap terakhir dalam kegiatan 
PKL yang dilaksanakan oleh Praktikan. Adapun data-data yang di gunakan 
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untuk menyusun laporan PKL diperoleh dari tempat Praktikan melaksanakan 
PKL, browsing internet dan studi pustaka.  
Laporan PKL yang disusun oleh Praktikan merupakan laporan yang 
memuat pelaksanaan kegaiatan PKL yang telah dijalani oleh Praktikan 
selama 1 bulan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Laporan 
kegiatan ini akan disusun kemudian di setujui oleh pembimbing untuk di uji. 
Tabel. 1.2 Jadwal Waktu PKL 
Tahap 
Kegiatan  
Bulan/Tahun 
2016 2017 
November Desember Januari Juli Agustus September 
Tahap 
Obeservasi 
      
Tahap 
Persiapan 
      
Tahap 
Pelaksanaan 
      
Tahap 
Penulisan 
Laporan 
      
Sumber : Data diolah oleh Praktikan 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Kementerian Sosial merupakan kementerian yang mempunyai tugas 
menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan 
mengenai bidang sosial. Sejak pembentukannya, Kementerian Sosial mengalami 
perkembangan pada beberapa masa yakni masa awal kemerdekaan, masa 
pembubaran (likuidasi), hingga masa penggabungan. Kementerian Sosial 
dipimpin oleh seorang Menteri Sosial, sejak tanggal 27 Oktober 2014 di jabat 
oleh ibu  Dra. Khofifah Indar Parawansa. 
Pada masa awal kemerdekaan Menteri Sosial pertama yang menjabat 
adalah Mr. Iwa Kusuma Sumantri, beliau membawahi 30 orang pegawai pada 
bagian perburuhan dan sosial, saat itu hampir semua pegawai kurang akan 
pengetahuan dan pengalaman mengenai bidang perburuhan dan bidang sosial. 
Awalnya Kementerian Sosial di kenal dengan nama Departemen Sosial, lembaga 
ini tidak memiliki pendahulu di Zaman pemerintahan Jajahan Belanda maupun 
Pemerintahan Balantera Dai Nippon seperti Departemen-Departemen lainnya 
yang memiliki pendahulu pada zamannya.  
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Masa pembubaran (likuidasi) berada pada masa setelah berakhirnya 
pemerintahan orde baru, yang dilanjutkan dengan pemerintahan reformasi, K.H. 
Abdurrahman Wahid yang saat itu menjabat sebagai Presiden setelah bapak 
Bacharuddin Jusuf Habibie, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan 
Departemen Penerangan dibubarkan.
1
 Saat itu Presiden beranggapan bahwa 
pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Setelah 
pembubaran tersebut keadaan berkata lain, banyak berbagai masalah sosial 
muncul sesaat setelah pembubaran seperti bencana alam, dan bencana sosial 
lainnya. Sehingga dibentuklah badan yang berada langsung di bawah presiden 
yakni Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) guna mengatasi hal tersebut. 
Dengan terbentuknya BKSN ternyata tidak menyelesaikan permasalahan 
sosial yang semakin kompleks, dalam masa ini terdapat ketidak seimbangan 
antara populasi permasalahan sosial dengan jangkauan petugas serta kewenangan 
BKSN yang terbatas. Mengacu pada problematika tersebut maka pada Kabinet 
Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabungkan 
dengan Departemen Kesehatan.
2
 Gagasan penggabungan ternyata tidak 
memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada kemudian pada masa Kabinet 
Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk 
menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. 
                                                          
1
Sejarah Departemen Sosial Republik Indonesia, http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/485/jbptunikompp-
gdl-harlinaint-24230-1-unikom_h-i.pdf (Diakses 10 Juli 2017). 
2
Kementerian Sosial Republim Indonesia, 
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Sosial_Republik_Indonesia, (Diakes 10 Juli 2017). 
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Hingga kini Kementerian Sosial banyak menangani masalah sosial terkait 
perlidungan dan jaminan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, penanganan fakir 
miskin, pendampingan, penelitian pendidikan serta penyuluhan sosial.  
B. Visi dan Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Untuk mewujudkan fungsi serta tugasnya dalam bidang sosial 
Kementerian Sosial mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :  
1. Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
 “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat”.3 
2. Misi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang 
optimal Kementerian Sosial memiliki Misi sebagai berikut :     
 Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin 
pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan 
jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;  
 Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;    
 Meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan perlindungan sosial 
dalam bentuk bantuan sosial, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan 
sebagai metode penanggulangan kemiskinan;  
 Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial dalam perlindungan, 
jaminan, pemberdayaan, rehabilitasi, dan penanggulangan kemiskinan; 
 Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, 
keperintisan,dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan 
peran serta masyarakat dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial;  
                                                          
3 Kementerian Sosial, http://indonesia.go.id/?p=1508 (Diakses 10 Juli 2017) 
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 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial.
4
 
 
C. Struktur Organisasi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Berikut merupakan struktur organisasi pada Kementerian Sosial Republik 
Indonesia dimana Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 
 
Gambar II.1 Struktur Organisasi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Sumber : Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 20 Tahun 2015 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
5
 
 
                                                          
4 Ibid 
5
 Peraturan Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata 
Kementerian Sosial.  
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Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat beberapa unit kerja yang ada 
pada susunan kerja Kementerian sosial Republik Indonesia salah satunya adalah 
Sekretaris Jenderal yang bertugas sebagai penyelenggara koordinasi, serta 
penyedia dukungan administrasi bagi unit kerja yang ada pada lingkungan 
Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian terdapat biro atau unit kerja di 
bawahnya yang dapat di gambarkan sebagai berikut. 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian 
Sosial Republik Indonesia 
Sumber : Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 20 Tahun 2015 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
6
 
Pada struktur organisasi di atas terdapat  Biro umum yang merupakan sub 
unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan ketatausahaan tingkat Kementerian Sosial dan pemberian pelayanan 
pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Sosial, serta melaksanakan dan 
                                                          
6 Ibid  
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mengkoordinasikan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 
seluruh unit lingkungan Sekretariat Jenderal. 
 
Gambar II.3 Struktur Organisasi Biro Umum Kementerian Sosial 
Republik Indonesia 
Sumber : Peraturan Menteri Sosial RI, Nomor 20 Tahun 2015 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
7
 
Biro umum memiliki bagian unit kerja yang bertugas melaksanakan 
kegiatan administrasi pada bidangnya. Salah satu bagian unit kerja dari Biro 
umum yakni bagian Tata Usaha Kementerian pada sub bagian persuratan yang 
                                                          
7
 Ibid  
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merupakan sub bagian dimana Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) selama 1 (satu) bulan dalam bidang pengelolaan surat masuk dan keluar. 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial Bagian Ketujuh 
Pasal 83 Sub Bagian Persuratan memiliki tugas melakukan penyiapan bahan 
urusan tata persuratan. 
D. Kegiatan Umum Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Republik 
Indonesia antara lain : 
1. Melaksanakan program jaminan sosial guna mensejahterakan masyarakat 
miskin. 
2. Menyelenggarakan program bantuan sosial korban bencana alam dan bencana  
konflik sosial . 
3. Menyelenggarakan program bantuan sosial pemberdayaan masyarakat.  
4. Pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Sosial. 
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial. 
6. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian Sosial di daerah. 
7. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan 
pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial. 
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E. Tugas dan Fungsi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian 
Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 
pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan 
inklusivitas. 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian 
Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi 
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan 
penanganan fakir miskin. 
2. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu. 
3. Penetapan standar rehabilitasi sosial. 
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian 
Sosial. 
5. Pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab 
Kementerian Sosial. 
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial. 
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7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
Kementerian Sosial di daerah. 
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan 
kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial. 
9. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung di 
Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlokasi di Jl. Raya Salemba Raya 
Nomor 28 Jakata Pusat, Praktikan di tempatkan dan bekerja sebagai salah satu 
staf pada Bagian Persuratan Tata Usaha Kementerian di Biro Umum 
Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan urusan Persuratan, Kearsipan dan Tata Usaha biro dilingkungan 
Kementerian Sosial Republik Indonesia.  
Berikut merupakan sub bagian yang berada di bagian Tata Usaha 
Kementerian yaitu : 
1. Sub Bagian Persuratan 
Sub Bagian Persuratan pada Tata Usaha Kementerian memiliki tugas 
mempersiapkan bahan urusan tata persuratan. Sebagai unit pengolah bagian 
persuratan mempunyai peranan penting dalam hal penerimaan surat, 
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pencatatan hingga pendistribusian surat pada unit kerja yang ada pada 
Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
 
2. Sub Bagian Kerasipan 
Sub Bagian Kearsipan pada Tata Usaha Kementerian mempunyai 
tugas dalam pengurusan dan penyiapan bahan kearsipan. Sebagaimana tugas 
dan fungsinya bidang kearsipan melaksanakan kegiatannya dalam 
pengumpulan dan pengelolaan serta pengembangan dan pelayanan arsip pada 
lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
3. Sub Bagian Tata Usaha Biro 
Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan 
tata usaha dan rumah tangga Biro. Sebagaimana tugas dan fungsinya kegiatan 
yang dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha Biro meliputi penyusunan bahan 
rencana anggaran, pengelolaan kepegawaian, keuangan serta barang, surat 
menyurat dan kearsipan Biro, pemeliharaan dan perawatan serta menyiapkan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro. 
Dalam melaksanakan PKL Praktikan mendapatkan kesempatan untuk 
mengetahui dan merasakan secara langsung mengenai tugas yang akan Praktikan 
laksanakan selama menjadi staf Sub Bagian Persuratan Tata Usaha Kementerian 
Sosial Republik Indonesia. Pekerjaan yang dilakukan Praktikan adalah 
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pengelolaan surat masuk, pendistribusian surat pada unit kerja yang ada pada 
Kementerian Sosial Republik Indonesia dan bidang kesekretarisan lainya.  
Adapun fokus pekerjaan yang Praktikan lakukan selama 1 (satu) bulan 
adalah sebagai berikut:  
1. Bidang Pengelolaan Surat Masuk 
Pekerjaan Praktikan terkait Pengelolaan Surat Masuk adalah 
mengenai penerimaan surat masuk dari berbagai instansi, mensortir surat 
masuk, mencatat dalam lembar pengantar surat buku serta mendistribusikan 
surat masuk tersebut pada unit kerja yang ada pada Kementerian Sosial 
Republik Indonesia. 
2. Bidang Komputer dan Administrasi 
Pekerjaan Praktikan terkait bidang Komputer dan Administrasi 
adalah mengetik konsep surat pada Microsoft Word, dan merevisi pedoman 
tata persuratan di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
3. Bidang Manajemen Perkantoran 
Pekerjaan Praktikan terkait Manajemen Perkantoran adalah 
menangani tamu yang datang terkait keperluan pengajuan proposal, 
menerima telepon masuk dan menggandakan dokumen dengan mesin 
fotocopy. 
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Selain itu Praktikan melakukan beberapa pekerjaan tambahan atas 
permintaan dan arahan Ibu Dewi Herhayuning Saptati selaku pembimbing. 
Pekerjaan yang dilakukan oleh Praktikan merupakan bagian dari pekerjaan staf 
Sub Persuratan Tata Usaha Kementerian yakni membuat proposal pengadaan 
ruang persuratan, serta tugas administrasi lain seperti pembuatan wacana laporan 
kegiatan, dan teks pidato mengenai arahan kepala bagian tata usaha. 
B. Pelaksanaan Kerja 
Dalam masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bagian Biro Umum, 
Bagian Tata Usaha Kementerian, Sub Bagian Persuratan, Praktikan berusaha 
menyelesaikan tugas yang diberikan dengan maksimal dan tepat waktu. Selama 
pelaksanaan praktik kerja Praktikan pun selalu mengikuti peraturan serta arahan 
yang diberikan oleh pembimbing yakni Ibu Dewi Herhayuning Saptati sehingga 
Praktikan dapat memahami bidang pekerjaan yang dilakukan. 
Pada awal pelaksanaan PKL, Praktikan diajarkan mengenai penyortiran 
surat, pengagendaan dan pendistribusian surat sekaligus pengenalan mengenai 
unit kerja yang ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selanjutnya 
Praktikan melakukan tugas sebagai staf administrasi sub bagian persuratan pada 
bagian Tata Usaha Kementerian seperti membuat konsep surat, revisi dokumen 
tata persuratan, penanganan tamu untuk pengajuan proposal serta pengagendaan 
dokumen hingga mengerjakan tugas tambahan seperti pembuatan proposal 
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pengadaan ruangan persuratan dan pengonsepan teks pidato arahan untuk Kepala 
Bagian Tata Usaha Kementerian.  
Adapun langkah-langkah pelaksanaan kerja yang Praktikan lakukan 
diantaranya sebagai berikut : 
1. Penanganan Surat Masuk 
Berikut merupakan gambaran alur kerja mengenai penanganan surat 
masuk pada Bagian Tata Usaha Kementerian Sub Bagian Persuratan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.1 Alur kerja penanganan surat masuk  
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan 
Surat masuk 
Penyortiran surat 
Penulisan pada lembar pengantar surat 
Pendistribusian surat  
Menandatangani tanda terima surat  
Pemeriksaan surat 
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Adapun langkah pelaksanaan kerja pada gambar diatas dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Surat Masuk 
Surat masuk yang ditujukan pada lingkungan Kementerian Sosial 
Republik Indonesia akan di terima langsung oleh Bagian Tata Usaha 
Kementerian Sub Bagian Persuratan, sebelum diterima oleh Pejabat atau 
unit kerja tertentu. Surat masuk tersebut selanjutnya akan diproses 
hingga akhirnya didistribusikan pada pejabat atau unit kerja yang ada 
pada lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
b. Pemeriksaan Surat  
Dalam langkah ini Praktikan memeriksa mengenai kebenaran alamat 
yang dituju pada surat tersebut, kemudian nama unit kerja yang dituju 
apakah sesuai dengan unit kerja yang ada pada Kementerian Sosial 
Republik Indonesia. 
c. Menandatangani Tanda Terima Surat  
Setelah memeriksa kebenaran alamat serta unit kerja yang dituju 
Praktikan menandatangani tanda terima surat yang di berikan oleh 
ekspedisi atau kurir pengantar surat sebagai tanda terima bahwa 
Praktikan telah menerima surat tersebut. 
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d. Penyortiran Surat  
Surat yang diterima oleh Praktikan selanjutnya disortir atau dipisahkan 
sesuai dengan pejabat dan unit kerja yang dituju pada surat masuk 
tersebut. Sebelum didistribusikan surat yang di terima ditempatkan pada 
lemari surat dan dipisahkan menurut unit kerja yang dituju. Berikut 
merupakan gambar lemari surat yang ada pada Tata Usaha Kementerian 
Sub Bagian Persuratan. 
  
Gambar III.2 Lemari Penyimpanan Surat Masuk 
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan 
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e. Penulisan Pada Lembar Pengantar Surat 
Surat yang telah di sortir oleh Praktikan selanjutnya ditulis dalam 
lembar pengantar surat. Lembar pengantar surat yang digunakan dalam 
pengelolaan surat masuk tersebut sekaligus buku agenda yang 
digunakan untuk mencatat informasi terkait surat masuk. Lembar 
pengantar surat atau buku agenda yang digunakan berupa lembar 
pengantar surat yang sudah dipisahkan perbagian atau per unit kerja.  
 
 
 
 
 
Gambar III.3 Buku Lembar Pengantar Surat Masuk  
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan  
Lembar pengantar surat selalu ditulis berdasarkan tanggal masuk surat 
yang diterima oleh bagian Tata Usaha Kementerian Sub Bagian 
Persuratan artinya surat yang datang pada hari yang sama akan di antar 
pada unit kerja sesuai dengan tanggal masuk surat tersebut.  
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Gambar III.4 Format Lembar Pengantar Surat Masuk  
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan  
Adapun susunan penulisan dalam lembar pengantar surat disesuaikan 
dengan format lembar pengantar surat yang ada dengan rincian sebagai 
berikut : 
 Nomor urut, diisi dengan urutan surat masuk. 
 Asal Surat/ Ditujukan Kepada, diisi dengan alamat dan nama 
organisasi yang mengirim surat serta unit mana atau kepada siapa 
surat tersebut ditujukan. 
 Tanggal/ Nomor Surat, diisi dengan tanggal masuk surat dan nomor 
surat yang tertera pada surat tersebut. 
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 Perihal, diisi sesuai perihal atau berkaitan dengan masalah yang 
disampaikan surat masuk tersebut. 
 Keterangan, diisi jika perlu misalnya mengenai jumlah surat yang 
masuk dalam satu nomor surat atau jenis surat yang dikirim berupa 
dokumen atau paket.  
 
f. Pendistribusian Surat 
Setelah melakukan pencatatan pada lembar pengantar surat selanjutnya 
surat tersebut didistribusikan pada unit kerja yang dituju. Dalam langkah 
ini surat yang diantar pada unit kerja masing-masing dipisahkan dalam 
buku atau lembar pengantar surat yang berbeda. Lembar Pengantar yang 
disediakan dalam pencatatan surat dibedakan sesuai dengan unit kerja, 
selanjutnya ketika surat tersebut diterima oleh masing-masing unit kerja 
unit tersebut memeriksa jumlah surat serta kebenaran alamat pada surat. 
Selanjutnya, langkah terakhir bagian unit kerja yang menerima surat 
menandatangani tanda terima surat dari Tata Usaha Kementerian pada 
lembar pengantar surat yang telah disediakan, sebagai tanda bahwa surat 
telah diterima, lembar kedua di terima oleh unit kerja yang menerima 
surat sedangkan lembar pertama disimpan sebagai arsip oleh Sub Bagian 
Persuratan. 
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Gambar III.5 Lembar Pengantar Surat Masuk  
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan  
2. Konsep Surat Keluar 
Dalam pembuatan kosep surat biasanya Praktikan mendapatkan 
perintah dari pembimbing mengenai surat apa yang akan dibuat berikut 
merupakan alur pengkonsepan surat : 
 
 
Gambar III.6 Alur Kerja Pembuatan Konsep Surat Keluar  
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan 
Konsep Surat Pemeriksaan 
Konsep Surat 
Pengetikan 
Surat 
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a. Konsep Surat 
Pekerjaan Praktikan terkait pengkonsepan surat diberikan langsung oleh 
atasan sekaligus pembimbing di tempat Praktikan melaksanakan praktik 
kerja, perintah tersebut berisi mengenai surat apa yang akan di ketik. 
Setelah mendapatkan perintah tersebut Praktikan melakukan pengetikan 
surat yang masih berupa konsep pada Microsoft Word.  
b. Pemeriksaan Konsep Surat  
Setelah membuat konsep surat Praktikan mencetak konsep surat tersebut 
pada kerta A4 kemudian diberikan kepada pembimbing untuk diperiksa 
perihal bahasa dan tata letak surat. Selanjutnya pembimbing akan 
membubuhkan tanda tangan yang berarti persetujuan mengenai konsep 
surat yang di kerjakan oleh Praktikan. 
c. Pengetikan Surat 
Setelah mendapat persetujuan perihal konsep surat yang telah di 
kerjakan selanjutnya Praktikan menyerahkan pada bagian 
pengadministrasian umum bagian pengetikan surat untuk diketik dan di 
beri nomor surat sesuai dengan urutan surat yang dikeluarkan. Surat 
yang diserahkan berupa konsep yang telah disetujui.  
 
33 
 
 
 
3. Penanganan Tamu Perihal Pengajuan Proposal 
Tamu yang datang pada Tata Usaha Kementerian biasanya 
mempunyai keperluan terkait pengajuan proposal permohonan bantuan 
sosial. Alur kerja mengenai penanganan tamu perihal pengajuan proposal 
adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
Gambar III.7 Alur Kerja Penerimaan Tamu Mengenai Pengajuan 
Proposal 
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan 
Dalam gambar diatas dapat dijelaskan bahwa alur penanganan tamu 
dengan pengajuan proposal dilakukan berdasarkan prosedur yang telah 
ditetapkan. Alur mengenai penanganan tamu dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
 
 
Menyambut tamu 
yang datang 
Konfirmasi 
keperluan 
Pemeriksaan pengajuan 
berkas proposal 
Konfirmasi ulang  
Pembuatan tanda terima 
proposal  
Penyerahan 
proposal pada unit 
terkait 
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a. Menyambut Tamu  
Masyarakat atau organisasi yang datang sebagai tamu biasanya 
mempunyai keperluan untuk pengajuan atau permohonan bantuan sosial 
dengan membawa surat atau proposal sebagai syarat administrasi. Tamu 
yang datang disambut dengan ramah oleh Praktikan dengan 
mengucapkan salam dan mempersilahkan tamu tersebut duduk. 
Selanjutnya Praktikan menanyakan perihal keperluan tamu yang datang 
tersebut.  
b. Konfirmasi Keperluan 
Konfirmasi keperluan merupakan kegiatan dimana Praktikan 
menanyakan perihal keperluan tamu yang datang serta proposal apa 
yang ditujukan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. 
c. Pemeriksaan Pengajuan Berkas Proposal 
Dalam pemeriksaan berkas Praktikan membuka isi surat dan proposal 
pengajuan kemudian melihat jenis permasalahan dalam proposal dan 
memeriksa kebenaran unit kerja yang dituju dalam proposal. 
d. Pembuatan Tanda Terima Proposal 
Setelah memeriksa berkas pengajuan proposal Praktikan membuat tanda 
terima terkait pengajuan proposal dengan menyalin bagian depan surat 
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pengajuan dalam proposal, kemudian membubuhkan cap tanda terima 
pada salinan surat tersebut  sebagai tanda bahwa proposal telah diterima 
dan akan diajukan pada unit kerja terkait yang menangani permasalahan 
dalam proposal. Selanjutnya Praktikan memberikan penjelasan terkait 
penerimaan proposal akan diproses paling lambat 3 (tiga) hari karena 
proposal/ surat yang diproses akan diajukan sesuai dengan urutan surat 
yang datang, kemudian konfirmasi terkait penerimaan pengajuan akan 
dilakukan langsung oleh unit kerja yang menangani permasalahan 
tersebut. 
e. Penyerahan Surat/ Proposal pada Unit Terkait 
Setelah memberikan tanda terima selanjutnya Praktikan menyerahkan 
surat/ proposal pengajuan bantuan kepada unit kerja terkait dengan 
menggunakan buku agenda pengantar surat. Langkah penyerahan surat/ 
proposal pengajuan surat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 
 Praktikan membuka isi surat/ proposal pengajuan bantuan kemudian 
memberikan nomor urut pada bagian sudut atas kanan surat/ 
proposal pengajuan. 
 Kemudian Praktikan menulis urutan surat, nomor surat, alamat, 
perihal serta keterangan mengenai surat tersebut pada lembar 
pengantar surat. 
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 Selanjutnya surat diserahkan sesuai dengan hari dan tanggal yang 
sama ketika pengajuan surat/ proposal permohonan pada unit terkait 
dengan lembar pengantar surat.  
 Unit kerja yang menerima surat/ proposal permohonan 
menandatangani penerimaan surat pada lembar pengantar surat 
disertai dengan tanggal penerimaan. Konfirmasi mengenai 
penerimaan surat/ proposal akan dilakukan langsung oleh unit kerja 
yang menangani permasalahan tersebut. 
 
4. Menerima Telepon Masuk  
Pekerjaan Praktikan terkait penerimaan telepon masuk dilaksanakan 
ketika Praktikan sudah melewati masa kerja selama 1 (Satu) hari karena 
pembimbing menginstrusikan untuk Praktikan melihat cara menerima 
telepon yang baik dan benar sesuai dengan etiket bertelepon. 
Pelaksanaan kerja mengenai penerimaan telepon masuk dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
a. Ketika telepon berdering Praktikan sesegera mungkin menerima/ 
mengangkat telepon tersebut, maksimal pada dering ke 2 (dua). 
b. Praktikan menerima/ mengangkat telepon dengan tangan kiri sedangkan 
tangan kanan memegang alat tulis untuk mencatat pesan. 
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c. Kemudian ketika menerima/ mengangkat telepon Praktikan 
mengucapkan salam kemudian identitas diri serta unit kerja dan 
kementerian dimana Praktikan melakukan praktik kerja.  
d. Setelah mendengar balasan salam serta keperluan penelepon, Praktikan 
menanyakan identitas penelepon yakni nama, organisasi, unit kerja dan 
keperluan penelepon dikuti dengan aktivitas mencatat pada lembar 
pesan telepon.  
e. Jika penelepon ingin berbicara dengan staf pegawai administrasi Tata 
Usaha Kementerian, dan pegawai tersebut anda di tempat maka 
Praktikan menkonfirmasi pada penelepon untuk menunggu dengan nada 
sopan dan ramah. Tetapi jika pegawai atau orang yang dimaksud 
penelepon tidak ada ditempat Praktikan menanyakan pesan yang perlu 
disampaikan oleh Praktikan kepada pegawai yang bersangkutan dan 
mencatat pesan tersebut untuk disampaikan kepada pegawai yang 
dimaksud. 
f. Jika penelepon ingin berbicara dengan Kepala Bagian Tata Usaha 
Kementerian, maka Praktikan akan menkonfirmasi pada penelepon 
untuk menunggu selagi Praktikan menyambungkan telepon pada atasan. 
Sebelum menyambungkan telepon Praktikan mengkonfirmasi terlebih 
dahulu kepada Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian terkait telepon 
yang masuk, jika atasan menyetujui maka Praktikan akan 
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menyambungkan telepon tersebut dengan menekan kode sambungan 
telepon pada ruangan Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian.  
g. Setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelepon Praktikan 
mengucapkan salam dan meletakan gagang telepon dengan tidak 
mendahului penelepon selama dua atau tiga detik penelepon meletakan 
gagang teleponnya. 
  
5. Menggandakan Dokumen 
Dokumen yang digandakan oleh Praktikan biasanya merupakan 
dokumen yang berkaitan dengan pengajuan surat/ proposal yang kemudian 
di jadikan tanda terima penerimaan surat setelah di bubuhi stempel pada Tata 
Usaha Kementerian Sosial Republik Indonesia. Selain dokumen tersebut 
Praktikan juga biasanya menggandakan dokumen terkait keperluan 
administrasi lainnya. Adapun langkah-langkah Praktikan dalam melakukan 
pekerjaan penggandaan dokumen adalah sebagai berikut : 
a. Pratikan menghidupan mesin fotocopy dengan menekan tombol power. 
b. Selanjutnya Praktikan mengatur jenis ukuran kertas yang akan 
digunakan saat menggandakan dokumen dengan menekan tombol paper 
select pada panel layar mesin fotocopy yakni A4 kemudian menekan 
tombol done. 
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c. Setelah memilih ukuran kertas Praktikan meletakan dokumen yang akan 
di gandakan pada mesin fotocopy dan menekan tombol start untuk 
menggandakan dokumen tersebut. 
d.  Dokumen yang telah digandakan selanjutnya dirapikan menggunakan 
stepler atau paper clip. 
e. Setelah selesai menggandakan dokumen Praktikan menekan tombol off 
untuk mematikan mesin fotocopy yang telah digunakan. 
 
6. Merevisi Dokumen Tata Persuratan 
Selain pekerjaan diatas Praktikan juga melakukan pekerjaan 
mengenai revisi dokumen tata persuratan atau peraturan mengenai tata 
persuratan yang merupakan pekerjaan tambahan disela waktu kosong 
Praktikan bekerja.  
Dalam pelaksanaan kerja mengenai revisi dokumen tata persuratan 
Praktikan mendapatkan perintah langsung dari pembimbing terkait revisi 
tersebut, revisi yang dimaksud berupa tanda baca, kalimat serta kesalahan 
mengetik. Adapun langkah kerja dalam merevisi dokumen tata persuratan 
adalah sebagai berikut : 
a. Praktikan membuka dokumen terkait tata persuratan dalam bentuk 
softcopy pada Microsoft Word. 
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b. Praktikan memeriksa dokumen terkait tata persuratan. 
c. Praktikan melakukan revisi mengenai tanda baca, kalimat serta 
penulisan kalimat yang salah dan menggantinya menjadi kalimat yang 
tepat menurut Praktikan. 
d. Selanjutnya Praktikan menyerahkan dokumen yang telah direvisi kepada 
pembimbing dalam bentuk softfcopy untuk diperiksa. Jika terjadi 
kesalahan dalam revisi Praktikan akan memeriksa ulang mengenai 
dokumen tersebut dan memperbaiki revisi sebelumnya. 
e. Setelah mendapat persetujuan Praktikan menyerahkan revisi tersebut 
pada bagian pengadministrasian umum yaitu Bapak Heru sebagai 
pegawai dalam Sub Bagian Persuratan pada Tata Usaha Kementerian 
yang bertugas mengetik serta menyiapkan bahan dalam kegiatan 
persuratan. 
 
7. Pembuatan Proposal Pengajuan Ruang Persuratan 
Tugas tambahan selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan 
ruang persuratan. Dalam tugas ini Praktikan diberi gambaran mengenai 
sistematika  pembuatan pengajuan proposal yakni latar belakang, dasar 
hukum, gambaran umum, maksud dan tujuan, indikator output dan input 
serta kesimpulan.  
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Berikut langkah-langkah kerja Praktikan dalam pembuatan proposal 
pengadaan ruangan persuratan : 
a. Sebelum melakukan penyusunan proposal praktikan diberikan 
sistematika mengenai proposal yang akan dibuat, selanjutnya Praktikan 
melakukan konsultasi serta konfirmasi ulang mengenai isi dari proposal 
yang akan dibuat. 
b. Setelah melakukan konfirmasi Praktikan melaksanakan tugas mengenai 
pembuatan proposal dengan pembuatan latar belakang terlebih dahulu 
yang memuat masalah umum hingga khusus mengenai pembuatan 
ruangan persuratan.  
c. Selanjutnya Praktikan meminta bahan pada bagian kearsipan terkait 
dokumen mengenai peraturan pemerintah yang memuat dasar hukum 
mengenai persuratan serta bahan lain yang digunakan sebagai referensi 
untuk membuat proposal. 
d. Praktikan melakukan pengetikan mengenai dasar hukum, gambaran 
umum terkait pengajuan proposal, maksud dan tujuan, indikator input 
dan output yang mendasari pengajuan proposal serta kesimpulan dalam 
pengajuan proposal tersebut.  
e. Praktikan menyerahkan dokumen yang telah diketik kepada 
pembimbing untuk diperiksa. 
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f. Jika ada kesalahan dalam revisi yang dibuat Praktikan memperbaiki 
kesalahan mengetik dalam tanda baca serta kalimat yang tidak tepat 
dalam proposal. 
g. Praktikan menyerahkan kembali konsep proposal yang telah diperbaiki 
kepada pembimbing untuk di periksa. 
h. Langkah terakhir setelah mendapatkan persetujuan konsep proposal 
tersebut disempurnakan kemudian di serahkan kembali pada 
pembimbing untuk diambil langkah selanjutnya. 
 
8. Membuat Teks Pidato Arahan 
Teks pidato arahan merupakan teks pidato dimana Kepala Bagian 
Tata Usaha Kementerian memberikan arahan terkait kegiatan peningkatan 
kinerja sumber daya manusia bagian persuratan pada lingkungan 
Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang dilaksanakan dibandung 
dalam bentuk pelatihan.  
Adapun langkah kerja yang dilakukan oleh Praktikan terkait 
pembuatan teks pidato arahan adalah sebagai berikut : 
 Praktikan menerima konsep pidato dari atasan dalam bentuk hard copy. 
 Praktikan memeriksa tata bahasa, serta menambahkan konsep dalam 
pidato arahan tersebut. 
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 Praktikan mencetak dokumen teks pidato arahan dalam kertas A4, dan 
menyerahkannya kepada pembimbing untuk dikoreksi. 
 Setelah dikoreksi Praktikan memperbaiki teks pidato arahan tersebut dan 
mencetaknya kembali dalam kertas A4 dan menyerahkannya kepada 
pembimbing untuk di koreksi . 
 Setelah mendapat persetujuan Praktikan, mencetak dokumen tersebut 
berikut kepala surat dengan lambang Kementerian Sosial Republik 
Indonesia.  
 
Gambar III.8 Teks Pidato Arahan 
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan 
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C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kementerian 
Sosial Republik Indonesia, Bagian Tata Usaha Kementerian, Sub Bagian 
Persuratan, selain mendapatkan pengalaman serta pembelajaran mengenai bidang 
administrasi perkantoran, Praktikan juga mengalami kendala dalam pelaksanaan 
kerja selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kendala tersebut 
diantaranya : 
1. Sistem yang digunakan dalam agenda surat/ lembar pengantar surat masuk 
masih menggunakan sistem manual. Sehingga Praktikan membutuhkan 
waktu yang lama jika mencari data mengenai surat masuk. Selain itu tidak 
terdapat sistem pengagendaan surat dalam pengelolaan surat masuk, surat 
yang datang langsung dicatat pada lembar pengantar surat. 
2. Kurangnya sarana kantor seperti komputer dan mesin pencetak dokumen 
(printer). Dalam Sub Bagian Persuratan hanya terdapat 2 komputer yang 
dapat digunakan oleh pegawai bagian persuratan, sehingga sebagian pegawai 
pada Sub Bagian Persuratan harus membawa laptop milik pribadi untuk 
menyelesaikan pekerjaan yang ada. Selain itu pada Sub Bagian Persuratan 
hanya terdapat satu printer yang dapat digunakan sehingga Praktikan perlu 
bergantian dengan pegawai lain ketika ingin mencetak dokumen. 
3. Tata Ruang kantor yang terbuka menyebabkan ketidaknyamanan dalam 
bekerja, selain itu juga tata letak mengenai perabot kantor yang terlalu besar 
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mengakibatkan ruang gerak pegawai sedikit terbatasi karena ruangan 
menjadi sempit, selain itu juga jarak tempat atasan dengan pegawai terlalu 
dekat, akibatnya karyawan merasa tidak nyaman karena merasa diawasi 
ketika bekerja. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan oleh Praktikan pada 
Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bagian Tata Usaha Kementerian, Sub 
Bagian Persuratan tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tentang penerapan 
administrasi perkantoran pada lingkungan kerja, tetapi Praktikan juga 
mendapatkan pengalaman serta pengetahuan dalam mengatasi permasalahan 
terkait kendala dalam bekerja. 
Seperti pada uraian sebelumnya bahwa dalam pelaksanaan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL), Praktikan mengalami beberapa kendala terkait pelaksanaan 
kerja. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan tersebut Praktikan memliki 
beberapa cara diantaranya : 
1. Lembar Pengantar atau Agenda Surat Masuk Masih Mengunakan 
Sistem Manual  
Pelaksanaan kerja pada Sub Bagian Persuratan tentunya berkaitan 
dengan menyiapan bahan mengenai surat masuk dan surat keluar. Surat 
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merupakan alat atau sarana komunikasi non verbal dalam bentuk tulisan 
maupun gambar yang digunakan oleh perusahaan, organisasi ataupun pribadi 
kepada pihak lain untuk menyampaikan suatu informasi yang berfungsi 
sebagai bukti pada suatu hal atau kejadian tertentu. 
Menurut Iis Sopyan surat merupakan suatu model komunikasi tertulis 
yang memungkinkan seseorang saling memberikan informasi atau 
pertukaran ide.
8
 
Sedangkan menurut Soedjito dan Soichan pengertian surat dapat 
ditinjau dari beberapa aspek yaitu (1) berdasarkan sifat isinya, surat adalah 
jenis karangan (komposisi paparan); (2) berdasarkan wujud peraturannya, 
surat adalah percakapan yang tertulis; dan (3) berdasarkan fungsinya surat 
adalah suatu alat atau sarana komunikasi tulis.
9
 
Selain pendapat diatas Barthos juga mengungkapkan bahwa surat 
adalah komunikasi tertulis berasal dari satu pihak dan ditunjukan kepada 
pihak lain untuk menyampaikan warta.
10
 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan 
bahwa surat merupakan komunikasi tertulis yang digunakan oleh organisasi, 
perusahaan ataupun pribadi untuk menyampaikan pesan atau berita dan 
dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu berdasakan sifatnya, wujud 
peraturannya dan fungsinya. 
                                                          
8 Iis Sopyan, Koresponden Saintifik Dalam Bahasa Inggris, (Jakarta: Visopro, 2008), hal. 1 
9 Soedjito dan Soichan TW, Surat Menyurat Resmi Bahasa Indonesia, Cetakan Ke Tigabelas, (Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 1 
10 Basir Barthos, Manajemen Kearsipan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 36 
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Sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh organisasi, perusahaan 
maupun pribadi yang dapat dilihat dari sifat, wujud peraturan serta fungsinya 
maka surat yang diterima pada Kementerian Sosial, Bagian Tata Usaha 
Kementerian, Sub Bagian Persuratan tentunya melalui berbagai tahapan 
sebelum didistribusikan hingga sampai pada unit kerja yang dituju. Salah 
satu tahapan dalam pengelolaan surat masuk adalah pencatatan pada buku 
agenda.  
Menurut Y.S Marjono buku agenda adalah tempat mencatat surat-
surat masuk dan surat keluar.
11
 Sedangkan menurut Sugiarto dan Wahyono 
buku agenda merupakan halaman-halaman buku berisi kolom keterangan 
(data) dari surat yang dicatat.
12
 
Dari kedua pendapat diatas dapat diketahui bahwa buku agenda 
merupakan alat penunjang dalam kegiatan pengelolaan surat yakni 
pencatatan  informasi surat dalam buku yang berisi kolom keterangan dari 
surat yang akan dicatat. 
Meskipun dalam pengelolaan surat masuk pada Bagian Tata Usaha 
Kementerian Sub Bagian persuratan buku agenda tidak digunakan, lembar 
pengantar surat dapat digunakan karena terdapat unsur pemerincian 
informasi dalam formatnya sama halnya dengan format buku agenda.  
                                                          
11 Y.S Masrjo, Surat-Surat Lengkap, (Jakarta: Setia Kawan, 2000), hal. 28 
12 Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, Manajemen Kearsipan Modern, (Yogyakarta: Gava Media, 
2005), hal. 32 
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 Dalam pelaksanaan kerjanya lembar pengantar surat yang digunakan 
dalam Sub Bagian Persuratan dipisahkan menurut unit kerja yang dituju 
sehingga setiap surat yang masuk pada unit kerja yang ada pada lingkungan 
Kementerian Sosial Republik Indonesia tercatat dalam buku yang berbeda. 
Jika dilihat dari segi kepentingannya maka penanganan surat dalam buku 
agenda perlu dilakukan dengan sistem yang baik.  
Menurut Jogianto, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk 
melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.
13
  
Sedangkan menurut Edhy Sutanta sistem dapat didefinisikan sebagai 
kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau sub sistem yang saling bekerja 
sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk 
satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu 
tujuan.
14
 
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa sistem adalah 
serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama guna mencapai suatu 
tujuan dalam sebuah kegiatan.  
Untuk mencapai sistem yang baik mengenai pengelolaan surat masuk 
tentunya sistem penanganan yang digunakan tidak hanya dilakukan secara 
manual. Selain sistem pencatatan pada lembar pengantar surat menurut 
                                                          
13 Jogianto, Analisis dan Desain sistem Informasi, (Yogyakarta: Andi, 2005), hal. 1 
14 Edhy Sutanta, Sistem Informasi Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hal. 4 
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Praktikan akan lebih efisien jika memanfaatkan teknologi yang ada seperti 
komputer. 
Menurut Goodhue dalam Eka dan Sabaruddinsah mendefinisikan 
bahwa teknologi sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk 
menyelesaikan tugas.
15
 
Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa teknologi berkaitan 
dengan informasi, Abdul dan Terra mengelompokan teknologi informasi ke 
dalam dua bagian yaitu : 
“Teknologi informasi dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu 
perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). 
Perangkat menyangkut peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti 
memori, printer dan keyboard.  Adapun perangkat lunak meliputi: 
instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja 
sesuai dengan tujuan interaksi tersebut.”16 
Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa teknologi 
merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mempermudah suatu 
pekerjaan yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras.  
Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa sistem merupakan kegiatan 
yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 
maka sistem dalam pengelolaan surat masuk jika di lakukan bersama-sama 
                                                          
15 Yunita,  Eka  Nur,  FE,  Sabaruddinsah, “Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  dan  Teknologi  Informasi  
Terhadap  Kinerja  Manajerial  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  di  Bogor)”, Vol. 2 (Malang: 
Fakults Ekonomi Universitas Islam Malang, 2011), hal. 3 
16 Abdul Kadir dan Tera CH. Triwahyuni, Pengenalan Teknologi Informasi, (Andi: Yogyakarta, 2005), 
hal. 5 
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atau di kombinasikan dengan sistem komputerisasi yakni penggunaan 
teknologi komputer akan mencapai pelaksanaan kerja yang sesuai dengan 
tujuan pengelolaan surat yaitu memberikan pelayanan serta informasi 
mengenai surat masuk pada unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian 
Sosial Republik Indonesia. 
Kendala yang dihadapi ketika sistem yang digunakan adalah sistem 
manual, Praktikan sulit mencari data mengenai surat masuk pada Bagian 
Tata Usaha Kementerian yang akan di distribusikan kepada Unit kerja yang 
ada di Kementerian Sosial Republik Indonesia, karena seiring dengan 
berjalannya waktu data mengenai surat masuk akan semakin banyak dan 
lembar pengantar surat yang digunakan akan bertambah, maka kesulitan 
yang dihadapi adalah ketika pencarian data surat masuk tersebut sehingga  
pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh Praktikan tidak efisien dan 
membutuhkan waktu yang lama. 
Efisiensi menurut Robbins dalam Tika P, merupakan tingkat 
pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.
17
 
Sedangkan menurut Harbani efektifitas pada dasarnya berasal dari kata 
“efek” dan digunakan istilah ini sebagai sebab akibat.18 
                                                          
17 Tika P, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kerja Perusahaan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 
129 
18 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Jakarta: Alfabeta, 2007), hal. 4 
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Dilihat dari definisi diatas bahwa efektifitas merupakan akibat dari 
suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sebelumnya. Jika 
dikaitkan dengan sistem penanganan surat masuk tadi bahwa efektifitas dari 
kinerja dipengaruhi oleh sistem yang manual sehingga akibat dari sistem 
tersebut kinerja dari Praktikan menjadi lambat atau kurang efektif. 
Dilihat dari hal diatas penyelesaian mengenai kendala yang dihadapi 
oleh Praktikan ketika melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terkait 
sistem pencatatan surat pada lembar pengantar yang masih menggunakan 
pencatatan manual, praktikan menyarankan kepada pembimbing untuk 
menggunakan teknologi yang ada yakni komputer.  
 
Gambar III.9 Agenda Surat Masuk 
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan 
Jika dilihat dari gambar diatas penyelesaian yang dilakukan dengan 
menggunakan teknologi yang ada seperti komputer Praktikan dapat 
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menyimpan informasi mengenai surat pada perangkat tersebut melalui 
Microsoft Excel dalam bentuk pencatatan buku agenda surat masuk, 
sehingga ketika terjadi kesalahan mengenai informasi surat atau terjadi 
kehilangan surat, Praktikan dapat mencari data dengan mudah mengenai 
informasi surat yang telah di input  pada komputer yang digunakan sebagai 
sarana penginputan data. 
2. Kurangnya Sarana Kantor (Komputer dan Printer) 
Sebuah organisasi baik perusahaan mapun pemerintah dalam 
menjalankan aktivitasnya membutuhkan sarana untuk menunjang kegiatan 
kerjanya. Sarana merupakan bagian terpenting dalam sebuah organisasi, 
sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. 
Menurut Doni Juni Priansa dan Agus Garnida menyatakan sarana 
kantor berarti alat langsung yang digunakan untuk melaksanakan proses 
kegiatan kantor.
19
  
Sedangkan menurut Sri Endang R, Sri Mulyani dan Suyyety 
menyatakan “Sarana kantor itu lebih ditujukan untuk benda bergerak seperti 
komputer dan mesin-mesin”.20 
                                                          
19
 Doni Juni Priansa dan Agus Garnida, Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional, 
(Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 223 
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Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sarana 
merupakan alat yang digunakan dalam kegiatan dikantor berupa benda 
bergerak seperti komputer dan mesin-mesin.  
Seperti halnya kegiatan yang dilakukan pada Tata Usaha 
Kementerian Sub Bagian Persuratan berkaitan dengan penyiapan bahan 
mengenai persuratan pada lingkungan Kementerian Sosial Republik 
Indonesia, dalam kegiatannya membutuhkan sarana guna mengefisienkan 
waktu serta tenaga ketika melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan 
persuratan.  
Namun kendala yang dihadapi oleh Praktikan berkaitan dengan 
sarana adalah kurangnya peralatan kantor seperti komputer untuk menginput 
data serta mengerjakan tugas administrasi lain yang berhubungan dengan 
kegiatan persuratan, sehingga efektivitas kerja dalam Sub Bagian Persuratan 
menjadi berkurang. 
Beberapa pakar menjelaskan mengenai tentang efektivitas antara 
lain : Sumanth dalam Darsono dan Siswanto menjelaskan bahwa efektivitas 
adalah seberapa baik tujuan yang dapat dicapai, merupakan prestasi yang 
                                                                                                                                                                     
20
 Sri Endang R, Sri Mulyani dan Suyyeti, Modul Memahami Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan 
Administrasi Perkantoran, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 43 
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dicapai dibandingkan dengan yang mungkin dicapai dengan tetap 
mempertahankan mutu.
21
 
Adapun menurut Sedarmayanti mengenai pengertian efektivitas 
yaitu : 
“Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran 
seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih 
berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan 
masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisien dikaitkan 
dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas 
belum tentu efisiensi meningkat.
22
  
Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 
adalah ketercapaian tujuan dengan melibatkan seluruh komponen dengan 
tepat, melaksanakan program sesuai aturan melalui rangkaian manajemen 
secara tepat waktu.  
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa efektivitas kerja akan 
meningkat jika terdapat masukan berupa komponen pada suatu unit kerja 
yaitu sarana yang memadai seperti komputer.  
Untuk mengatasi kendala kekurangan sarana Praktikan berinisiatif 
untuk membawa laptop pribadi guna menyelesaiakan Pekerjaan Praktikan 
                                                          
21
 Darsono dan Siswanto Tjatjuk, Sumber Daya Manusia Abad 21, (Jakarta: Nusantara Consulting, 
2011), hal. 196 
22
 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 
hal. 59 
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selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kementerian 
Sosial Republik Indonesia.  
Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pengertian inisiatif salah 
satunya, menurut Wollfock dalam Mardiyanto , Inisiatif adalah kemampuan 
individu dalam menghasilkan sesuatu yang baru atau asli atau suatu 
pemecahan masalah.
23
  
Sedangkan menurut Suryana mengungkapkan bahwa “inisiatif adalah 
kemampuan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan 
masalah dan menemukan peluang (thinking new things).
24
 
Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa inisiatif adalah 
suatu sikap yang ada pada individu untuk menyelesaikan suatu masalah 
dengan menemukan ide tertentu. 
Maka dari itu penyelesaian dalam kekurangan sarana seperti 
komputer mendorong inisiatif Praktikan untuk menemukan cara yakni 
dengan membawa laptop pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan yang 
berkaitan dengan administrasi pada Biro Umum Bagian Tata Usaha 
Kementerian Sub Bagian Persuratan.  
                                                          
23 Mardiyanto Hardono, Intisari Manajemen Keuangan, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 23 
24 Suryana, Kewirausahaan pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Edisi Ketiga, (Jakarta: 
Salemba, 2006), hal. 2 
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Sedangkan penyelesaian mengenai kekurangan mesin pencetak 
dokumen Praktikan menggunakan mesin pencetak dokumen secara 
bergantian dengan staf pengadministrasian umum pada Sub Bagian 
Persuratan.  
Menurut Praktikan dengan sikap inisiatif menggunakan laptop 
pribadi serta bergantian dalam menggunakan printer atau mesin pencetak 
dokumen maka pekerjaan Praktikan terkait persuratan akan lebih cepat 
terselesaikan meskipun penggunaan mesin pencetak dokumen dilakukan 
secara bergantian selagi pembimbing Praktikan pada tempat dimana 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sedang mengajukan 
pertambahan peralatan pada bagian Sarana Prasarana. 
3. Tata Ruang Kantor yang Terbuka Menyebabkan Ketidaknyamanan 
Dalam Bekerja 
Kantor merupakan tempat berupa ruangan-ruangan yang digunakan 
oleh sekelompok orang atau organisasi untuk melaksanakan tugas terkait 
kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan definisi diatas kantor pun memiliki 
fungsi sebagai penerima informasi, perekam informasi, pengatur informasi 
serta pemberi informasi. Sesuai dengan fungsinya maka kantor pun perlu 
ditata sedemikian rupa untuk meningkatkan motivasi bekerja bagi pegawai 
didalamnya. 
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Menurut Haryadi tata ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor 
serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai 
dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pegawai.
25
 
Sedangkan menurut Laksmini dkk, tata ruang perkantoran adalah 
suatu penyusunan perabotan dan perlengkapan pada luas lantai yang tersedia 
atau bisa juga diartikan sebagai penentuan kebutuhan ruang dan penggunaan 
secara rinci dari satu ruang untuk menyiapkan suatu susunan praktis faktor-
faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan 
biaya yang layak.
26
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor 
adalah pengaturan mengenai perabotan kantor beserta perlengkapannya yang 
disesuaikan dengan luas lantai yang ada pada ruangan kantor untuk 
memberikan sarana kepada pegawai guna melaksanakan pekerjaan dengan 
biaya yang layak. 
Sesuai dengan penjelasan diatas maka tata ruang kantor pada 
organisasi perlu disesuaikan dengan luas lantai yang ada, sehingga peralatan 
serta perlengkapan kantor yang ada dapat tersusun dengan rapi sehingga 
pegawai yang ada pada organisasi atau perusahaan dapat bekerja dengan 
nyaman. 
Sejalan dengan hal tersebut Praktikan mengalami kendala dalam hal 
ruang gerak pada ruangan Tata Usaha Kementerian yang didalamnya 
                                                          
25 Hendi Haryadi, Administrasi Perkantoran untuk Manajemen dan Staf, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 
2009), hal.122 
26 Laksmi, Fuad dan Budianto, Manajemen Perkantoran Modern, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 163 
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terdapat Sub Bagian Persuratan dan Sub Bagian kearsipan. Berikut 
merupakan gambaran tata ruang kantor yang ada pada Sub Bagian 
Persuratan, Bagian Tata Usaha Kementerian. 
    
Gambar III.10 Ruangan Tata Usaha Kementerian 
Sumber : Gambar dikelola oleh Praktikan 
Dalam gambar diatas terlihat bahwa penataan ruang kantor kurang 
tepat, jika disesuaikan dengan teori diatas penataan ruang kantor yang ada 
pada Tata Usaha Kementerian tidak sesuai dengan luas lantai yang ada. Tata 
ruang kantor diatas terlihat sempit sehingga sedikit membatasi ruang gerak 
Praktikan ketika bekerja. Selain itu tata ruang kantor yang terbuka 
menyebabkan ketidaknyamanan ketika bekerja karena jarak antara meja 
pimpinan dan meja pegawai hanya sekitar satu meter, sehingga pegawai 
merasa diawasi ketika bekerja.  
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Penataan ruang kantor haruslah berdasarkan asas-asas yang sesuai 
dengan lingkungan kantor atau kebutuhan. Menurut Richard Muther tata 
ruang yang baik memiliki asas-asas sebagai berikut : 
1. Asas jarak terpendek 
Proses penyelesaian suatu pekerjaan menempuh jarak yang sependek 
mungkin (garis lurus antara dua titik adalah jarak terpendek). 
2. Asas rangkaian kerja 
Menempatkan pegawai dan alat kantor menurut rangkaian yang sejalan 
dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. 
3. Asas penggunaan segenap ruangan 
Menggunakan sepenuhnya semua ruang yang ada (luas lantai/ ruang 
datar, ruang vertikal). 
4. Asas perubahan susunan tempat kerja  
Ruang tidak sulit dan tidak memakan biaya banyak jika diubah/disusun 
kembali.
27
 
Dilihat dari uraian diatas bahwa tata ruang yang ada tidak sesuai 
dengan asas-asas yang berlaku karena luas lantai yang dipakai tidak 
disesuaikan dengan kebutuhan serta besarnya perabot kantor yang 
digunakan.  
Kendala yang dihadapi ternyata tidak hanya dialami oleh Praktikan 
tetapi pegawai yang lain pun mengalami hal tersebut, sehingga motivasi 
bekerja menjadi berkurang karena tempat atau jarak pimpinan dan pegawai 
terlalu dekat.  
Menurut Malayu motivasi mempersoalkan bagaimana cara 
mengarahkan daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang 
                                                          
27
 Ibid, hal. 164 
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ditentukan.
28
 Umumnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
ekonominya, dorongan pada setiap manusia berbeda-beda sehingga manusia 
seringkali dikatakan beragam karena keinginan atau harapan yang berbeda. 
Ngalim mengungkapkan bahwa “secara umum tujuan motivasi 
adalah untuk menggerakan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan 
dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh atau 
hasil atau mencapai tujuan tertentu”. 29 
Dari kedua definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 
merupakan dorongan pada setiap individu dengan harapan yang berbeda 
didalamnya, motivasi dapat menggerakan seseorang agar timbul keinginan 
untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuan yang ingin dicapai.  
Berdasarkan teori diatas dapat diketahui bahwa motivasi pegawai 
menurun karena keinginan untuk bekerja secara tenang dan nyaman tidak 
didapatkan pad Sub Bagian Persuratan, karena ruang persuratan yang begitu 
sempit dan terbuka. Kemudian jarak antara pimpinan dan pegawai terlalu 
dekat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman seperti diawasi ketika 
bekerja.   
Seiring dengan berjalannya waktu, Praktikan di beri perintah oleh 
pembimbing untuk membuat proposal pengajuan ruang persuratan yang baru 
untuk mewujudkan harapan pegawai terhadap kendala tersebut, namun 
proposal yang dibuat oleh Praktikan hanya berupa rancangan yang 
                                                          
28 Hasibuan Malayu S.P, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 141 
29 Purwanto Ngalim, Psikologi Pendidikan, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 73 
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didalamnya terdapat susunan latar belakang, dasar hukum, gambaran umum, 
maksud dan tujuan, indikator input dan output serta kesimpulan. 
Penyelesaian mengenai kendala tata ruang perkantoran adalah dengan 
pengajuan proposal namun, masih dalam tahap pengajuan. Sementara dalam 
masa pengajuan proposal tersebut, Praktikan berinisiatif untuk merapihkan 
perabotka kantor yang memang tidak digunakan dalam kegiatan persuratan 
seperti kursi dan meja kecil, kemudian memindahkannya ke bagian 
pergudangan.  
Jika pengajuan proposal disetujui maka pekerjaan yang dilaksanakan 
oleh pegawai khususnya oleh Praktikan akan lebih nyaman selain itu juga 
akan meningkatkan motivasi kerja pegawai untuk bekerja lebih baik lagi.  
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BAB IV 
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan oleh Praktikan pada 
Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bagian Tata Usaha Kementerian Sub 
Bagian Persuratan yang beralamat di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat. 
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Praktikan mendapatkan 
pengalaman serta pengetahuan mengenai pekerjaan di bidang administrasi 
khususnya bidang persuratan. 
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 1 (satu) 
bulan terhitung 3 Januari hingga 31 Januari 2017. Selama melaksanakan PKL 
Praktikan tidak hanya memperoleh pengalaman kerja serta ilmu pengetahuan, 
tetapi Praktikan juga mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mengatasi 
kendala yang terjadi dalam lingkungan kerja. Kendala yang dihadapi oleh 
Praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain : 
1. Lembar pengantar atau agenda surat masuk masih mengunakan sistem 
manual.  
2. Kurangnya sarana kantor (Komputer dan Printer). 
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3. Tata ruang kantor yang terbuka menyebabkan ketidaknyamanan dalam 
bekerja. 
Untuk mengatasi kendala diatas Praktikan melakukan beberapa cara 
yakni sebagai berikut : 
1. Solusi untuk kendala pertama mengenai lembar pengantar surat yang masih 
menggunakan sistem manual, Praktikan mengusulkan kepada pembimbing 
untuk menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan teknologi 
komputer dan Microsoft office didalamnya yakni Microsoft excel, dengan 
membuat format buku agenda surat masuk sehingga Praktikan dapat 
menyimpan dan menemukan kembali dengan mudah informasi mengenai 
surat masuk jika diperlukan. 
2. Solusi untuk kendala kedua mengenai kurangnya sarana kantor (komputer dan 
printer), Praktikan berinisiatif untuk membawa laptop pribadi untuk 
mengerjakan pekerjaan Praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) sementara menunggu persetujuan mengenai penambahan 
peralatan kantor yang baru pada Bagian Sarana Prasarana. 
3. Solusi untuk kendala ketiga mengenai tata ruang kantor terbuka yang 
menyebabkan ketidaknyamanan dalam bekerja, Praktikan merapikan perabot 
kantor yang menhalangi jalan dengan memindahkannya pada bagian 
pergudangan, setelah itu Praktikan membuat proposal mengenai permohonan 
pengadaan ruang persuratan yang baru. 
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Hasil yang diperoleh oleh Praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan pada Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut : 
1. Praktikan dapat memahami penerapan mengenai teori disiplin ekonomi yang 
di pelajari selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta dalam pelaksanaan Prakti Kerja Lapangan (PKL). 
2. Praktikan mendapatkan wawasan ilmu serta iklim kerja dalam suatu instansi 
pemerintahan. 
3. Praktikan dapat mengetahui bagaimana cara menghadapi permasalahan atau 
kendala yang dihadapi saat melakukan pekerjaan pada dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
 
B. Sara-saran 
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Kementerian 
Sosial Republik Indonesia, Bagian Tata Usaha, Kementerian Sub Bagian 
Persuratan, Praktikan mendapatkan banyak pengalaman serta pengetahuan dalam 
dunia kerja. Namun selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung 
Praktikan menemukan beberapa kekurangan dalam pelaksanaan kerja pada Sub 
Bagian Persuratan, untuk itu Praktikan ingin menyampaikan saran yang 
diharapkan dapat berguna bagi Kementerian Sosial Republik Indonesia 
khususnya bagi Sub Bagian Persuratan, diantaranya : 
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1. Bagi Sub Bagian Persuratan 
Dalam pengelolaan surat masuk alur kerja yang terdapat pada Sub Bagian 
Persuratan Bagian Tata Usaha sudah mengikuti aturan yang berlaku, namun 
jika dilihat dari efisensi kerja hendaknya pencatatan surat masuk tidak hanya 
dilakukan pada lembar pengantar surat saja, tetapi perlu diadakannya 
pencatatan pada buku agenda secara manual dan komputerisasi sehingga 
terdapat informasi yang jelas mengenai surat masuk guna menghindari 
kesalahan kerja yang timbul dikemudian hari. 
2. Bagi Tata Usaha Kementerian 
Perabot kantor serta peralatan yang ada pada Tatat Usaha Kementerian sudah 
memadai namun ada beberapa kekurangan seperti kurangnya sarana mesin 
seperti komputer dan printer yang perlu di perhatikan, kemudian perabot 
kantor seperti halnya meja yang ada pada Tata Usaha Kementerian hendaknya 
disesuaikan dengan keperluan dengan melihat jumlah pegawai yang ada.   
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